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BUPATI SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18] ayat (1) Undang-Undang
Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah {APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) vang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2014 vang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum APBD Kabupaten Sambas serta Prioritas dan  Plafon
Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan
DPRD Kabupaten Sambas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perfu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2014,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dagrah Tingkar 11 di
Kalimantan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 1959
Momor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 3312) schagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569),
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
vang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 )

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

Undang-Undang Nomor |5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inddonesia Momaor 440400,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Newara Republik Indonesia Nomeor 4437) yang telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor |30, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
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tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4721),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4302,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573),

Peraturan Pemerintah Momor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 51535),

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4577),

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 temtang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578),

 Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593 )

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kevangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 46145,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Neuara Republik Indonesia Nomor 5163),
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5219),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telsh dua kali diubah dan
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |3
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daersh (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomeor 310,

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014,

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2008 Nomor 4),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan = PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANIA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2014

sebagai benkut -

1. Pendapatan Daerah Rp 1,171.654.527.001,58
2. Belanja Daerah Rp 1.224.647.320.135,13
Surplus/{Defisit) Rp -52992793.133,55
3. Pembiavaan Daerah
a. Penerimaan Rp 110,295 314.903,55
b. Pengeluaran Rp 57.302.521.770.00
Pembiavaan Netto Rp 52,992.793.133,35
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00
Pasal 2

| Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | terdini dari :
a Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 51.621 949 730,03



b. Dana Perimbangan sejumbah Rp  901.386.063 687,00
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah vang Sah sejumlah Rp 218046 513 58455

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan -

a. Pajak Daerah sejumlah Rp 0 944 996 828,00

b Retribusi Daerah sejumlah Rp 3.946 485 000,00

¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 3.040.164.303,70
sejumlah

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 34.690.303 598 33

_Dana Perimbangan schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan

a Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 29240753687 00
b Dana Alekasi Umum sejumlah Rp  763.059 840.000,00
¢ Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 109085 470.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah vang Sah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢
terdiri dari jenis pendapatan :

a Pendapatan Hibah sejumlah Ep 0,00

b. Dana Darurat sejumlah Rp 0,00

¢. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 24543243 564.00

d Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 161 869 364 000,00

e, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah

Lainnya sejumlah Rp 31,905 400.000,00

f Dana Infrastrukiur Sarana dan Prasarana Rp 0,00

¢ Bagi Hasil Sumbangan Pihak 111 Provinsi sejumlah  Rp 328 506.020,55
Pasal 3

Belanja Daerah sehagaimana dimaksud dalam Pasal | terdiri dari
& Belanja Tidak Langsung seyumlah Rp 710.987.156.855,79
b. Belanja Langsung sejumiah Rp 513.660163.279.34

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja -

a. Belama Pegawai sejumlah Rp 663374243288 49
b. Belanja Bunga sejumlah Rp 2219395 943 36
¢. Belanja Subsidi seyumlah Rp (1,00
d, Belanja Hibah sejumlah Rp 8,538 625 000 00
. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp G941 875 000,00
[ Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 1.380 148 182,80
. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 30.619,552.033,14

Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3,904 317 408,00

—_



3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dart jenis
belanja

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 34 40601591700

b Belania Barang dan Jasa sejumlah Rp 177.397.147.721,34

c. Belanja Maodal Sejumlah Rp  30] 85699964100
Pasal 4

| Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp 110.295314.903,55
b Pengeluaran sejumlah Rp 57.302.521 770,00

2 Pencrimaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a terdin dan jenis
pembiayaan |
a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

{SiLPA) sejumlah Rp 61.707 481973 68
b Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
¢ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan i
: p 0,00
sejumtah
d. Peperimaan Pinjaman Daerah sejumiah Rp 48 587 832 029 87
e Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah  Rp 0,00
{ Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00

3. Pengeluaran sebagaimana dimaksued pada avat (1) huruf b terdini dari jenis

pembiayaan :

2 Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00

b. F'::Inyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp 5 556 000.000.00
sejumlah

¢, Pembavaran Pokok Utang sejumiah Rp 51.746.521.770,00

d Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

e, Pembavaran kegiatan belanja Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dan -

1. Lampiran | Ringkasan APBD;
2. Lampiran 11 Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,

3 Lampiran I Rincian APBD menurut Urusan  Pemermtahan Daerzh, Organisas,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4 Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
SKPD, Program dan Kegiatan,



5 Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Negara,
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,
7 Lampiran V1l Daftar Piutang Daerah;
% Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah,
9. Lampiran IX  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya,

i1 Lampiran X1  Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Apggaran Sebelumnya vang belum
diselesaikan dan diangearkan kembali dalam Tahun Anggaran ini:

12 Lampiran XII  Daftar Dana Cadangan Daerah, dan

13 Lampiran X1I1 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal @

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belama Daerah
sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januan 2014

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 6 Februari 2014

BUPATI SAMBAS,
ttd.
JULIARTI DJUHARDI ALWI1

Daundangkan di Sambas
grigerta, Februan 2014

ih Kabupaten Sambas.

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2014 NOMOR |



